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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem anggaran di Indonesia telah berkembang dari yang semula menerapkan
sistem anggaran tradisional yang mempunyai banyak kekurangan dan cenderung
berorientasi pada input, telah beralih kepada sistem anggaran berbasis kinerja yang
berorientasi kepada output; \Konsep anggaran berbasis kinerja ini juga biasa disebut
sebagai perfomance based budgedting yaitu sebuah konsep yang diharapkan supaya
aktivitas penganggaran bisa dilakukan secara efektif serta efisien dalam pengalokasian
sumber daya dan penggunaan anggarannya. Sistem anggaran tradisional yang
berorientasi pada input menyebabkan anggaran yang tersisa cenderung akan dihabiskan
di akhir tahun anggaran sehingga anggaran berbasis kinerja ini diberlakukan agar
kegiatan penyusunan dan pengelalaan anggaran akan berfokus kepada kinerja bukan

kebijakannya.

Pada sistem anggaran tradisional, kinerja anggaran dinilai dari segi input yakni
kemampuan untuk meresap anggaran. Jika terdapat sisa anggaran karena anggaran
tidak teresap seluruhnya, maka hal- tersebut dinilai kurang efektif. Sisa anggaran
tersebut harus diserahkan kembali ke rekening kas negara dan daerah, lalu anggaran
satuan kerja terancam tidak ada penambahan untuk tahun selanjutnya atau justru dapat
dikurangi sebagai konsekuensinya. Hal itu berdampak kepada pemerintah daerah yang
cenderung akan menghabiskan anggaran di akhir tahun agar anggaran untuk tahun
berikutnya tidak dipotong. Namun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis
Kinerja akan mencegah hal tersebut terulang kembali karena bukan hanya berorientasi
pada input, namun anggaran berbasis kinerja lebih berorientasi kepada hasil kinerjanya.
Setiap anggaran dipautkan pada target kinerja yang akan dicapai. Apabila terdapat sisa

anggaran di akhir periode maka sisa anggaran itu tak akan hangus namun dapat



dimanfaatkan menjadi sumber pembiayaan untuk tahun selanjutnya yang termasuk

dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Bastian (2010) mendefinisikan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sebuah
sistem penganggaran yang sangat berhubungan pada visi, misi, juga rencana strategis
atas sebuah organisasi yang secara keseluruhan memiliki orientasi atas output
organisasi. Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang berdasarkan
pada perencanaan Kkinerja, yang tersusun atas program dan kegiatan yang hendak
diselenggarakan dan juga indikator kinerja yang ingin diraih oleh suatu entitas
anggaran (Nurkholis dan Khusaini, 2019). Penganggaran ‘berbasis kinerja dilakukan
dengan cara yang lebih transparan, sehingga anggaran dapat dinilai dan di evaluasi
kembali dengan lebih mudah dan metode biayanya menekankan pada hubungan input-
output (Kordbache, 2007).

Beberapa undang-undang serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang
penerapan sistem anggaran berbasis, kinerja untuk tingkat pusat diantaranya yaitu UU
No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan
PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian.
Sedangkan pada tingkat daerah, peraturan yang berlaku diantaranya yaitu UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara_Pemerintah Pusat dan,Pemerintah Daerah, PP. No. 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberlakuan aturan-aturan tersebut berpengaruh dan membawa perubahan
terhadap pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah harus menjalankan
pengelolaan anggaran daerah yang berdasarkan kepada konsep anggaran kinerja (value
of money/perfomance budgeting system). Pemerintah daerah dituntut agar dapat

bertanggungjawab terhadap pengalokasian dana yang dipunya secara efektif serta



efisien, terutama dalam usaha meningkatkan kesejahtaraan serta pelayanan umum pada

masyarakat.

Dalam aturan-aturan itu juga termasuk didalamnya penyematan indikator
kinerja dalam dokumen-dokumen perencanaan serta penganggaran pada prosedur
penyusunan anggaran pemerintah. Pada tingkat pemerintah daerah dokumen-dokumen
perencanaan serta penganggaran tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), serta Prioritas Plafon Angaran Sementara (PPAS). Sedangkan untuk
tingkat Satuan Kerja Pemérintah' Daerah (SKPD),' dokumem tersebut mencakup
Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Keserasian antara dokumen-dokumen perencanaan bisa diamati melalui
kesesuaian indikator kinerja yang termuat pada dokumen-dokumen tersebut. Indikator
Kinerja yang tercantum pada Renstra SKPD mestinya didukung okeh indikator kinerja
yang tercantum pada Renja SKPD. Lalu indikator kinerja pada RKA SKPD mestinya
dapat mendukung indikator kinerja Renja SKPD. Terdapatnya kesesuaian indikator
Kinerja ini dengan sistematis akan menghubungkan target-target yang ingin diraih serta
dicantumkan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD) dengan kegiatan-

kegiatan operasional yang dilakukan SKPD.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu SKPD pada
kawasan Pemda Provinsi Sumatra' Barat yang berkewajiban: srta berwenang untuk
meraih kesuksesan pembangunan dalam bidang kesehatan. Hal itu tertera dalam
RPJMD dalam rancangan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, IImu
Pengetahuan dan Teknologi dengan prioritas pada Peningkatan Derajat Kesehatan
Masyarakat dengan tujuan terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat peduli, sehat,
mandiri, berkualitas dan berkeadilan yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) 2016-2021.

Guna menggapai misi tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

sudah mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja pada pelaksanaan



urusan keuangannya agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara efektif
serta efisien sehingga memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Karena
dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang baik pastinya juga membantu
prosedur pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik. Sebab pada hakikatnya
penganggaran dan perencanaan adalah gambaran mengenai apa yang hendak
dilaksanakan untuk kedepannya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan sistem anggaran berbasis
Kinerja, penulis tertarik untuk mencari tahunya lebih banyak dengan melakukan
penelitian dengan_judul “Penerapan ' iAnggaran, Berbasis_Kinerja Pada Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada latar belakang, maka dalam
penilitian ini penulis ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat.

2. Apakah terdapat kendala atau masalah dalam penerapan anggaran berbasis
kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana

mengatasinya?
1.3 Tujuan Magang

Tujuan dari magang ini terdiri dari tujuan yakni tujuan umum serta tujuan

khusus yang dijelaskan sebagai berikut :
1.3.1 Tujuan Umum

1. Menjadi sarana untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama masa
perkuliahan dengan adanya praktik lapangan.
2. Menambah wawasan serta pengetahuan pada dunia Kkerja supaya tidak

canggung untuk menjalani dunia kerja nantinya.



3. Membagikan keahlian dengan memanfaatkan pemahaman yang diperoleh pada
saat perkuliahan.
4. Melatih sosialisasi dengan rekan kerja dalam dunia kerja.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Guna mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat.

2. Guna mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan
anggaran berbasis kinerjapadaiDinas Kesehatan Provinsi.Sumatera Baratdan

upaya untuk mengatasinya.
1.4 Manfaat Magang

1. Untuk penulis, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta
wawasan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat serta kendala atau masalah yang dihadapi.

2. Untuk universitas, dapat menjalin kerja sama serta ikatan yang baik dengan
instansi tempat magang. Universitas juga dapat meninggikan kualitas
alumninya lewat pengalaman magang serta dikenal dalam dunia kerja.

3. Untuk tempat magang, yakni terjalinnya kerja sama dengan dunia pendidikat

sehingga instansi tersebut dikenal dalam akademisi.
1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang
beralamat di JIn. Perintis Kemerdekaan No.65A, Jati, Ke. Padang Timur, Kota Padang,
Sumatera Barat. Pelaksanaan magang diagendakan berjalan untuk waktu dua bulan

atau 40 hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan



Penghimpunan data dilaksanakan melelalui observasi serta pengamatan
langsung pada subjek penelitian, juga dilakukan melalui wawancara dengan
petugas dan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Studi Pustaka

Studi ini dilaksanakan guna mendapat landasan teori dari buku, majalah,
serta publikasi seperti bahan perkuliahan dan artikel lain yang berhubungan

dengan pengkajian laporan magang ini.
1.7 Sistematika Penulisan' ™

Sistematika penulisan dibuat supaya laporan dapat lebih terarah dalam
penyusunannya. Dimana sistematika penulisan ini tersusun dari beberapa bab serta sub
bab yang akan menjadi sebuah kesatuan kerangka karangan pemahaman dengan

rincian sebagai berikut :
BAB | : Pendahuluan

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang,
tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, metode analisa data, serta

sistematika penulisan.
BAB Il : Landasan Teori

Dalam bab ini berisi penjelasan yang teoritis tentang pengertian, prinsip, tujuan,
karakteristik, tahap penyusunan, dan keunggulan dari anggaran berbasis Kinerja. Serta
mengenai indikator kinerja, syarat-syarat indikator kinerja, kualitas indikator Kinerja,

penyusunan indikator Kinerja, serta peranan value for money.
BAB |1l : Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat yaitu gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, visi



dan misi, tugas dan fungsi, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok, struktur

organisasi, serta tugas dari masing-masing bagiannya.
BAB IV : Pembahasan

Bab ini adalah inti dari penulisan yang berisikan hasil pengamatan mengenai
penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat, kendala yang dihadapi, serta cara mengatasi kendala tersebut.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini terdapat kesimpulan serta saran yang berguna agar dapat
diperhitungkan dalam penerapan sistem anggaran berbasis Kkinerja pada Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.



	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Magang
	1.3.1 Tujuan Umum
	1.3.2 Tujuan Khusus

	1.4 Manfaat Magang
	1.5 Tempat dan Waktu Magang
	1.6 Metode Pengumpulan Data
	1.7 Sistematika Penulisan


